PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KEGAINTATAN LAREN

JI. Raya Laren No. 09 Laren Lamongan Kode Pos: 62262
Telp. 0322. 313845, Fax. - Email: laren@lamongankab.go.id

Website: www.lamongankab.qo.id

SALINAN

KEPUTUSAN CAMAT LAREN

NOMOR : 188/ 41 /KEP/413.308/2022
TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU
KECAMATAN LAREN
KABUPATEN LAMONGAN

CAMAT LAREN

MENIMBANG : a | |
kegiatan pengelolaan dan pelayanan informas

cepat dan mudah di Kabupaten Lamongan, perlu

menunjuk  pejabat pengelola informasi  dan

dokumentast;
b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pembantu Kecamatan Laren dalam keputusan Camat

[aren Kabupaten Lamongan.

MENGINGAT . 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah ~ Kabupaten di
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),

Dipindai dengan CamScanner
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Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Pubhik  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
[.embaran Negara Nomor 4846),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5038).

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundangan-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Reupublik Indonesia
4578),

Dipindai dengan CamScanner
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Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010
tentang  Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,
Nomor 5149),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintah  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan
lLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041),
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan  Dokumentasi di  Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Dacrah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 254),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1(Bernta
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 310),
Peraturan Mentent Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2016);
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14 Peraturan Daerah Provinst Jawa Timur No. 11 Tahun
2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa
Timur (Lembaran Dacrah Tahun 2005 No 5 Sen E),

15 Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55 Tahun 2011
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Informasy dan
Dokumentast di Lingkungan Pemerintah provinsi Jawa
Timur sebagnimana telah dwbah dengan Peraturan
Gubernur Jawa Timur No. 65 Tahun 2011 (Berita
Dacrah  Provinsi Jawa Timur Nomor 65 Tahun
2011/D);,

16, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
Tentang Standar Layanan Informas: Publik,

17. Peraturan Dacrah Kabupaten Lamongan Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan  Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8),

18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 79 Tahun 2019
Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Pemernintah

Kabupaten Lamongan.

19. Surat Keputusan Bupati Nomor 188/32.1/KEP/
413.013/2019 Tentang Pejabat Pengelola Informas
dan Dokumentasi (PP1D) Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN

PERTAMA Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informas: dan

Dokumentasi  (PPID) Pembantu  Kecamatan Laren

Kabupaten Lamongan dengan susunan  dan  struktur

organisasi scbagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan
Ini.
KEDUA

PPID Pembantu Kecamatan Laren sebagaimana dimaksud

diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi :
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a. Tugas :Memberikan layanan dan dokumentasi publik
kepada PPID Kecamatan;

Fungst : 1). Membantu PPID  Kecamatan Laren

' * alam
Kabupaten [Lamongan dala

# il e | " " Iﬂ
melaksanakan tugas dan kewenanganny

antara lamn: |
ikas)  bahi | as!

2). Meclakukan verifikasi bahan inform
publik; .
:
3). Melakukan uji Lonsckuensi atas informas

yang dikecualikan; |
4). Melakukan pemutakhiran informasi dan
dokumentast,
5). Menyediakan informasi dan
untuk diakses oleh masyarakat; dan
koordinasi dengan PPID

dokumentas!

6). Melakukan
Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan

dan  pelayanan informast serta

dokumentasinya,

Membebankan biaya pelaksanaan (ugas Pejabat Pengelola

KETIGA
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan
Laren Kabupaten Lamongan scbagaimana dimaksud diktum
KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
pada Kecamatan Laren Kabupaten [Lamongan.

KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di - LAREN
Tanggal - 3 Januar: 2022
CAMAT LAREN
(d

chean aslinya SYAMTEGUIHHE WAHONO

Disaln sesuai

/Pembina
NIP. 19750113 199903 1 003
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LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN CAMAT LAREN
NOMOR : 188/ 41 /KEP/413.308/2022
TANGGAL @ 3 Januari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU
KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN

1 JABATAN |
No | JABATANDALAM | NAMA PEJABAT PPID DALAM
KEANGGOTAAN KEDINASAN |
EeEme— ST Sum— N——
Atasan PPID Syam Teguh Wahono, SH., | Camat
MM.
2. | Ketua PPID Usman, SE., M.M. ' Sckretaris
Kecamatan
3. | Sekretaris Konawi, S.Sos. MM. Kepala Scksi
Pembangunan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
4. | Bidang Pelayanan dan Laila Nur Hayati, S Kom. | Kasi Pelayanan N
Dokumentasi Informasi | MM, Publik
5. | Bidang Pengelola Data | Moh. Husaini, S.Sos. Kepala Seksi
dan Klasifikasi Pemerintahan
Informasi
6. | Bidang Penyelesalan Usnandi Setiyawan, SH Kasubbag Umum
Sengketa Informasi
CAMAT LAREN
td
~ Disilin sesual dgngan aslinya SYAM TEGUH WAHONO
Sekrefars Kecgmatan Laren
Cincn/ |
¥

1 S.E., M. M.
- Pembina
NIP. 19750113 199903 1 003

Dipindai dengan CamScanner



LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN CAMAT LAREN
NOMOR - 188/ 41 /KEP/413.308/2022
TANGGAL : 3.Januari 2022

STRUKTUR ORGANISASI
PPID PEMBANTU KECAMATAN LAREN
KABUPATEN LAMONGAN

ATASAN PPID
(SYAM TEGUH WAHONO, SH. MM.

Y

KETUA
(USMAN, SE.MM.)

SEKRETARIS
(KONAWI, S.Sos. M.M.)

| | |

Bidang Pelayanan Dan

i Bidang Pengolahan Bidang Penyelesaian
DT:;,T;:;?E' Data dan Klasifikasi Sengketa Informasi
(LAILA NUR HAYATI Informasi (USNANDI
S Kom MMy || (MOH. HUSAINI, S Sos) SETIYAWAN, SH )

CAMAT LAREN

ttd
: "Lr .

mﬁ\“—'ﬂ I dghgan aslinya SYAMTEGUH WAHONO
-&chmﬁs Kecgtnatan Laren ) '
)’ ]'"'
___...-+-—1 .
.lJ 7
I:S\MI"@, S.E., MM,
\ Pembina
NIP. 19750113 199903 1 003

Dipindai dengan CamScanner



